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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis 

simpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Pengangkutan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Yang Bersubsidi 

Menjadi Non Subsidi (Studi Perkara no : 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg). 

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 

pengangkutan telah sesuai  menurut Undang-undang. Dimana Jaksa 

Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal 

yaitu melanggar Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 kemudian 

berdasarkan fakta dipersidangan Jaksa Penuntut Umum  memutus 2 

(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan diputus oleh hakim selama 1 (satu) 

tahun 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut didasari oleh fakta-fakta dan 

pembuktian selama persidangan. 

2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan adalah berdasarkan 

fakta-fakta dipersidangan yaitu alat bukti surat dan saksi, keterangan 

terdakwa dan barang bukti, dalam pertimbangan putusan hakim 

memperhatikan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan 

yuridis, bahwa unsur-unsur Pasal 55 Nomor  22 tahun 2001 telah 

terpenuhi pertimbangan sosiologis memperhatikan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan.`  
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B. Saran 

 Berdasarkan uraian diatas, maka  yang dapat  penulis  berikan  

saran sebagai berikut : 

1. Kepada Hakim ketua Pengadilan Kota Padang  diharapkan untuk 

menjatuhkan pidana maksimal kepada terdakwa yang melakukan 

tindak  pidana penyalahguanaan pengangkutan gas bersubsidi, hal ini 

akan mampu  memberikan efek jera kepada tindak pidana yang 

merugikan  masyarakat banyak. 

2. Kepada pemilik PT. Citra Bumi Pertiwi agar selalu memantau 

keseluruhan  kendaraan  pengangkutan  tabung  gas  LPG  3kg 

dan/atau  12kg  yang  keluar  ataupun  masuk  ke perusahaan, supaya 

tidak terjadi lagi penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  sopir  truk 

yang  membawa gas LPG yang  bersubsidi  baik dalam  keadaan berisi 

maupun kosong.  

3. Mencegah terulang kembali tindak pidana penyalahgunaan 

pengangkutan gas bersubsidi yang seharusnya untuk kebutuhan 

masyarakat miskin.  
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